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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Penjutubhan Sanksi Pidana Terhadap Anak
Yang Melakukakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi
Kasus Putusan Hakim)". Rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa yang
menjadi penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak-
yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Studi
Kasus Putusan Hakim dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana
pencurian dengan pemberatan.Penulisan  skripsi ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. lasil penelitian dari penulisan ini ada dua putusan
hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh
anak yang mengakibatkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana. Maka
terjadinya disparitas tersebut memiliki bebarapa faktor, yaitu faktor dari sistem
hukum yang ada di Indonesia (civil law system) menganut peraturan perundang-
undangan yang secara formil tidak mengikat bagi hakim lain, adanya kebebasan
kekuasaan dan kemandirian kchakiman dalam UUD 1945 dan UU Kckuasaan
Kehakiman yang ada dan isi kandungan KUHP yang menjadi masalah terjadinya
disparitas pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan aspek
yuridis dan aspek sosiologis, agar tidak terjadinya putusan hakim yang tidak adil.

Kata Kunci :Disparitas, Pencurian dengan pemberatan, Anak
Indralaya, Mei 2021
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dengan tegas menyatakan bahwa
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) yang menjamin
tinggi supremasi hukum harus tegak secara adil dan benar, transparan, tidak
sewenang-wenang serta tidak deskriminatif.Setiap orang yang berada diwilayah
Indonesia harus tunduk dan patuh hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada
seseorangpun yang dapat kebal terhadap hukum. Segala tingkah laku perbuatan
yang diakukanoleh warga Indonesia harus didasari pada norma hukum. Dalam hal
bertindak tentunya memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-

undangan di Negara Republik Indonesia.t

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Begitulah bunyi yang
disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

!Marwan Effendi, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Persepektif Hukum,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) him 1



Sistem peradilan pidana hakim sangat penting dalam penegakan hukum
apalagi dihubungkan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang harus
didasarkan pada keadilan berlandasan hukum. seperti yang dijelaskan dalam
Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan semua putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan
tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau
sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu dalam
Pasal 5 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakimanmenyatakan “bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat”.

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan tentunya berdasarkan pada
ketentuan perundang-undangan, mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas
kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan serta perubahan perilaku
yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga kemasyarakatan.?
Dalam putusan hakim apabila tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam memberikan

sanksi pidana, Hal tersebut dapat terjadinya disparitas.

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi®. Disparitas Pidana (disparity
ofsentencing) merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap

tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana

2 Duwi Handoko, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa,
2015), him.9.

3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Pertama
Cetakan Ke-4, (Bandung: PT Alumni, 2010), him.52



sifatnya berbahaya dapat di perbandingkan (offences of comparable seriousnees)

tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Sesuatu yang tidak di harapkan bisa terjadi apabila adanya disparitas
penjatuhan sanksi pidana yang tidak dapat diatasi yang akan menimbulkan
demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi sanksi
pidana berat dalam kasus yang sebanding, oleh sebab itu masalah ini tidak dapat

dipandang sederhana.

Hal tersebut adalah suatu indikator kegagalan untuk bisa
mencapai.persamaan.dalam keadilan  di dalam Negara hukum dan dapat
menghilangkan kepercayaan masyarakat mengenai sistem dalam penyelenggaraan
hukum pidana. Sistem tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila adanya
hubungan yang baik antar sub sistem serta memiliki visi yang sama di dalam

rangka upaya penegakan hukum.

Pertumbuhan dan perkembangan Hukum Nasionalyang bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib
berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia
yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan
usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khususnya pada tindak

pidana pencurian.*

Pada realitasnya di dalam masyarakat semakin berkembang pesat tingkat

kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.Banyak kejahatan yang

*Wahyu Ngroho, 2012, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan, Universitas Sahid, Hal 263



terjadi dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi penduduk di Negara
Indonesia mengalami kesulitan, pendidikan yang rendah, serta sulitnya
mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.Sebagai akibatnya beberapa
kelompok masyarakat melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Apalagi saat ini pelaku pencurian tidak hanya orang dewasa

tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997
junto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak mengatakan bahwa anak merupakan harapaan bangsa serta
penerus generasi di masa mendatang yang mempunyaiperanan strategis, ciri dan
sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan fisik, mental sosial secara utuh dan seimbang. Dalam
realitas yang terjadi di masyarakat, banyak anak-anak yang menjadi pelaku tindak
pidana.Masa anak dimana fase anak mengalami tumbuh berkembang untuk
menentukan masa depannya.Anak yang seharusnya jadi generasi penerus bangsa
kini telah rusak akhlaknya yang di sebabkan oleh perkembangan zaman dan

pengaruh lingkungan di sekitar.

Menurut Arief Gosita mengenai perlindungan anak adalah suatu usaha
yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan
kewajiban anak secara manusiawi positif.Ini berarti anak dilindungi untuk

memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan



hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan

kewajibannya sediri atau bersama para pelindungnya.®

Anak adalahgenerasi penerus bangsa oleh sebab itu semua orang
diharapkan dapat membimbing dan mengawasi tingkah laku anak dimanapun
berada terkhusus untuk orangtua di rumah dan guru di sekolah. Sikap ini
dilakukan agarnantinya anak dapat memiliki akhlak perilaku yang baik sejak
mereka diusia dini menuju remaja hinggananti mereka menjadi pribadi yang
dewasa agar mereka bisa memilih dan menentukan langkah yang mereka ambil
untuk masa depan mereka. Agar dapat memenuhi haknya, perlu adanya suatu
perlindungan terhadap anak karena mereka tentu sulit untuk melakuannya sendiri

karena anak memiliki kemampuan dan pengalamanyang terbatas.®

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang

menjadi saksi tindak pidana.”

Istilah asing kenakalan anak disebut Juvenile Delinquency.Juvenile artinya

young,anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas

> Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti, dan A.M Endah Sri A, 2016, Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia(Studi  Putusan  Hakim), Universitas Diponogoro, him. 8, Diakses dari
https://www.neliti.com/publications/54831/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-
tindak-pidana-dalam-sistem-perad , Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 08.21 WIB

® M.Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2013),
him.12


https://www.neliti.com/publications/54831/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-sistem-perad
https://www.neliti.com/publications/54831/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana-dalam-sistem-perad

pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya doing wrong, terabaikan
yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan,

pembuat ribut, pengacau, tidak dapat diperbaiki lagi dan lain-lain.”

Menurut Paul Moedikno perumusan pengertianJuvenile

Delinquencyadalah :

1. Segala perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilarang atau
melawan hukum disebut kejahatan. Sedangkan bagi anak-anak
disebutdelinquency.

2. Segala perilaku penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang
menyebabkan keonaran dalam masyarakat, misalnya mengenakan pakaian
yang tidak sopan, mode you can see dan sebagainya.

3. Segala perilaku yang menunjukan kebutuhan perlindungan sosial,
termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.®
Sedangkan menurut Romli Atmasasmita memberikan perumusan Juvenile

Delinquency: “Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur
18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma
hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak

yang bersangkutan.”®

"Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak Edisi Revisi, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2013), him. 8

8lbid., him. 9

°lbid., him.11



Dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan
atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang

dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 3 menyatakan “bahwa anak yang berkonflik
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.”'® Undang-Undang Tentang Peradilan Anak yang
melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak yang melakukan
kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 Tahun tidak dikategorikan anak nakal
sehingga dari sisi hukum nya anak tersebut belum dapat dimintai
pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 Tahun sampai
18 Tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya,
kemudian apabila anak tersebut sebelum umur 18 Tahun sudah kawin maka anak
tersebut tidak dikategorikan anak dan proses peradilannya melalui peradilan

umum bukan peradilan anak.

Contoh kasus penjatuhan pemidanaan yang tidak sama terhadap tindak
pidana yang sama dari putusan hakim. Pertama kasus di Pengadilan Negeri Muara
Enim pada putusan nomor 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre yaitu dilakukan oleh
Romodon Saputra Alias Puta bin Yudil Harto, pada pukul 04.30dimana anak

melakukan pencurian di rumah Ningsih Haryanti dalam keadaan sepi, kemudian

Opasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak



anak Romodon mencongkel jendela kamar sumah Ningsih Haryanti dengan
menggunakan obeng yang sudah dibawa dari rumah, setelah jendela berhasil
dibuka, lalu anak Romodon masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela
kamar kemudian masuk ke dalam kamar daan ruang tengah serta mengambil 1
(satu) unit hp merk Oppo beserta chargernya dan 1 (satu) botol minya wangi.
Setelah mengambil barang-barang tersebut ia anak langsung pulang ke rumahnya.
Sebelumnya anak Romodon sudah pernah mencuri di rumah Ningsih Haryanti
dengan cara yang sama dan berhasil mengambil uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga
juta rupiah), 1 (satu) bilah piasu dan 1 (satu) buah jam tangan. Uang hasil curian
tersebut telah habis dibelikan pakaian untuk kebutuhan sehari-hari serta berfoya-

foya bersama teman-temannya.!

Kasus Kedua di Pengadilan Negeri Muara Enim pada putusan nomor
5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre yaitu kasus dilakukan oleh Anak nama disamarkan
di Dusun Il Desa Menanti Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim, dimana
Anak bersama teman nya bernama Rafli pergi kekebun yang terletak dibelakang
rumah korban dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 01.00 WIB, setelah
tiba dibelakang rumah korban tersebut anak menyuruh teman nya untuk
menunggu anak, sedangkan anak pergi menuju kebelakang rumah korban dengan
berjalan kaki, setelah tiba di depan pintu belakang rumah korban lalu anak melihat
ada sebilah parang yang tergeletak di depan pintu belakang. Anak tersebut
membuka pintu belakang dengan cara mencongkel dan merusak kunci pintu

dengan menggunakan parang dan berhasil membuka pintu, lalu anak masuk ke

“Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ diakses pada tanggal 29
Agustus 2020 pukul 19.15 WIB



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

dalam rumah mengambil 1 (satu) unit Televisi merk sharp 24 inci, 1 (satu) unit
playstation merk Sony dan 1 (satu) unit tablet merk Advan. Setelah itu keluar dari
rumah melalui pintu belakang dan pergi dari kerumah Rafli untuk menyimpan
barang-barang tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2020 ia anak dan Rafli
menjual 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) unit playstation, dan pada tanggal 24
Januari 2020 Anak berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Rambang Lubai
kemudian dibawaa ke Polsek Rambang Lubai untuk dilakukan pemeriksaan lebih
lanjut. Perbuatan Anak tersebut korban mengalami kerugian sebesar

Rp.5.000.000,00.12

Pada kedua kasus diatas ini merupakan tindak pidana yang sama yaitu
tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5
KUHP yang menyatakan “Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun: Pencurian
dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup
yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh
yang berhak; Pencurian masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk dapat
mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong,
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu.”

Kasus tersebut terdapat kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan dan
menunjukkan adanya perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan. Perbedaan sanksi
pidana ini didasarkan pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan

pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar dapat

2Ibid
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memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya dimasa yang akan

mendatang.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian tentang perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap
anak melakukan pencurian, oleh sebab itu penulis menulis skripsi dengan judul
“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN

PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dikaitkan dengan judul, maka disini

penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apayang menjadi penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana
terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan
pemberatan?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi
pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan. Karena adanya kebebasan hakim dalam memberikan
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sanksipidana kepada pelaku pencurian dengan pemberatan yang
menimbulkan disparitas pemidanaan akan menyebabkan Kkerugian
terhadap masyarakat dan terhadap korban, masyarakat pencari keadilan
dan akan melemahkan kepercayaan dalam masyarakat terhadap
penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap terjadinya putusan
disparitas penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak

pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat

sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya tulisan ini, penulis memilki harapan agar nantinya tulisan
ini dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana  khususnya  yang
berkaitan tentang disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana pencurian dan dampak atau akibat dalam disparitas sanksi pidana terhadap

anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat Praktis

Agar penulisan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang
disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana
pencurian dengan pemberatan dan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam

menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
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E. Ruang Lingkup

Penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang lebih memfokuskan
mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana.Untuk mendapatkan gambaran lebih
jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, penulis hanya membatasi
pada masalah tentang Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang
Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan

Hakim).
F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar
yang relevan untuk pelaksaan penelitian hukum.®® Berdasarkan definisi tersebut

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan, Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya

Pokok-Pokok Hukum Pidana, yaitu:

a. Untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kehajatan agar

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).

13Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta,1986),
him.103
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b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahtan
agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi
masyarakat.'*

Teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan terbagi
atas tiga teori sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorieen)

Teori ini sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara
yang bertujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana akibat
perbuatannya dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang
dirugikannya.

Teori absolut ini menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief
menyatakan sebagai berikut:*®

“Teori in1 mengedepankan bahwa Pidana merupakan akibat mutlak

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan
tuntutan keadilan.”

b. Teori Relative atau Teori Tujuan (Doel Theorieen)

Teori relative berpokok pangkal pada dasar pidana adalah alat
untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat.Menurut Muladi

dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat Sebagai berikut:®

14 sani Imam Santoso, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijeling, (Jakarta: Penaku,
2014), him.57

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Alumni, 1984), him.10

1bid., him.16
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“Pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak
pidana tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk
melindungi masyarakat, sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu
untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka
bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”
Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana
pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujuakan kepada pelaku
maupun pencegahan umum.!’

Teori Pencegahan umum atau algemene preventie theorieen yang
ingin dicapai dari tujuan pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera
setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.Sedangkan teori pencegahan
khusus atau bijzondere preventie theorieen yang ingin dicapai dari tujuan
pidana yaitu memperbaiki, membuat jera, dan membuat penjahat itu
sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.'®
Teori Gabungan (Vereningings Theorieen)

Teori Gabungan yang memandang tujuan pemidanaan bersifaat
plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip absolut (pembalasan)
dan relative (tujuan) menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diabaikan
antara yang satu dengan yang lainnya.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List

dengan pandangan sebagai berikut: *°

Grafika,

7 Sani Imam Santoso, Op.Cit.,hIm.60

18 p_AF Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, (Jakarta: Sinar
2010), him.15

19 Sani Imam Santoso, Op.Cit., him.61



15

a. Tujuan yang terpenting dalam pidana adalah memberantas
kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

b. llmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;

c. Pidana ialah yang paling efektif dapat digunakan pemerintah untuk
memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh
karena itu suatu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, tetapi
harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam

menjatuhkan sanksi pada perkara pidana, sebagai berikut:?°

1) Teori Keseimbangan
Teori ini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan
oleh Undang-Undang dengan kepentingan pihak yang bersangkutan
dengan perkara.Seperti keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan
kepentingan korban.?!
2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim adalah kewenangan dari hakim
sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan

keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan

20 Ahmad Rifai, Penemuan Hakim Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.105

bid., hIm.105
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seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan yang
ditentukan oleh insktink atau instuisi dari pada pengetahuan hakim.??
3) Teori Ratio Decidendi
Teori ini berdasarkan landasan filsafat yang mendasar dan
mempertimbangkan semua aspek berkaitan pada pokok perkara,
kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sama dengan
pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan pemidanaan.
Pertimbangan hakim memiliki 3 (tiga) aspek antara lain:
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada
ketentuan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah
yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), alat bukti yang
dimaksud yaitu: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat;
(d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang sacara umum
sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).
Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan

hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

22|pid., hIm.106
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2. Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan filosofis maksudnya adalah hakim
mempertimbangkan bahwa pidana yang dilakukan kepada terdakwa
merupakan suatu upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui
proses pemidanaan. Hal ini yang bermakna adalah pembinaan terhadap
perilaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga
pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan
kejahatan lagi.
3. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan Sosiologis maksudnya adalah hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa
dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat

mempunyai manfaat bagi masyarakat.?
G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya yaitu:
1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis
normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, menurut
Soetandyo Wignjosobroto penelitian hukum doktrinal bekerja untuk

menemukan jawaban yang benar dengan cara mencari bukti

23 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Griya Lesmana, 1986), him.67
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kebenaranatauhukum yang tertulis di kitab undang-undang ajaran atau

doktrin yang mendasar.?*
2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari konsitensi dan
kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum berdasarkan
hierarki dan asas-asas aturan hukum sehingga menjadi argumen untuk
memecahkan masalah hukum. pendekatan digunakan untuk mengkaji
permasalahan hukum terkait putusan hakim Pengadilan Negeri, serta
interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan apakah sudah sesuai

dengan teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah
memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.2®Yang menjadi kajian pokok pada setiap putusan tersebut adalah
pertimbangan hakim dipersidangan sampai menjadi putusan.Membuat
penulis jadikan sebagai referensi untuk penyusunan argumentasi dalam

pemecahan masalah.

245y listyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2009), him.121

%5 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), him. 94.
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3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian Hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang didapat

dari sumber peraturan perundang-undangan yang menjadi suatu

dasar sistem pemasyarakatan. Bahan hukum tersebut terdiri:

1

2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan KehakimanLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan AnakLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5332;

Putusan Nomor 26/Pid.sus-Anak/2019/PN.Mre;

Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2020/PN.Mre.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberi
penjelasan tentang bahan hukum primer yang dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer.Seperti buku-
buku hukum, penelitian para pakar di bidang hukum dan lain
sebagainya.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap yang
memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.Seperti Internet, ensiklopedia, Koran dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahanpenelitan ini  menggunakan studi
kepustakaan. Dengan cara membaca, mengkaji, mencari sumber
kepustakaan serta melakukan pengutipan dari bahan kepustakaan tersebut.
Seperti buku, Jurnal-jurnal hukum, dan dokumen tertulis lainnya yang

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penulis gunakan metode deskriptif
analisis.?Dimana analisis bahan hukum secara pendekatan kualitatif
terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier.Setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis dapat

26 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), him.24
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memecahkan masalah hukum.Hasil analisi permasalahan dituangkan
dalam bentuk penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian

tersebut.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan penarikan
kesimpulan induktif.Karena penelitian ini berhubungan dengan kasus
dalam putusan hakim ialah kasus konkrit untuk merumusakan fakta dan
mencari sebab akibat, sehingga perlu adanya penalaran hukum untuk
dapatmemecahkan permasalahan hukum dengan menggunakan analisis

dan mensintesiskan kesimpulan yang preskriptif.
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